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BUPATI TULANG BAWANG
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMO$ : 45 TAHUN 2011

TENTANG
RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang
Bawang Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang, maka dipandang perlu
menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Rincian

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tulang Bawang;

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut diatas,
maka dipandang perlu untuk menetapkan Rincian Tugas Pokok,
Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana Kabupaten Tulang Bawang dengan Peraturan

Bupati Tulang Bawang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);

E:\ORGANAPartxp Th2011\LTD"PP & kbdx I



3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten
Daerah Tingkat n Tanggamus (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3667);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang
Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor , Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pedoman
Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
89 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 4741);

14. Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 57 Tahun 2007 tentang

Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 56 Tahun 2010 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 57 Tahun
2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat

Daerah.

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07 Tahun
2011 tentang Organisasi dan Tatakeija Inspektorat, Bappeda,
Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor
12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG RINCIAN TUGAS

POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TULANG
BAWANG.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
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3. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

4. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah
Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang bertanggung jawab kepada
Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan
pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas, Inspektorat,
Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja
dan Kecamatan serta Kelurahan.

5. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.

6. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Tulang Bawang.

7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh
Pemerintah kepada Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

8. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh
Pemerintah kepada Gubemur sebagai wakil pemerintah dan/atau
kepada Instansi Vertikal diwilayah tertentu.

9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah

dan/atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten dan/atau
desa serta dari pemerintah Kabupaten kepada desa untuk
melaksanakan tugas tertentu.

10. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten
Tulang Bawang.

11. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
adalah Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana Kabupaten Tulang Bawang.

12. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten
Tulang Bawang.

13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional
pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kabupaten Tulang Bawang.

14. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari
suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya,
atau ibu dan anaknya.

15. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga
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16. Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut KB adalah upaya
mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur
kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai
dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

17. Pengaturan kehamilan adalah upaya untuk membantu pasangan
suami istri untuk melahirkan pada usia yang ideal, memiliki jumlah
anak, dan mengatur jarak kelahiran anak yang ideal dengan
menggunakan cara, aiat, dan obat kontrasepsi.

18. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan
perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri,
memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung
jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

19. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang
memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan
fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan
keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan
kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

20. Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disebut KS adalah keluarga yang
dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi
kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan
seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan
lingkungan.

21. Kemandirian keluarga adalah sikap mental dalam hal berupaya

meningkatkan kepedulian masyarakat dalam pembangunan,
mendewasakan usia perkawinan, membina dan meningkatkan

ketahanan keluarga, mengatur kelahiran dan mengembangkan
kualitas dan kesejahteraan keluarga, berdasarkan kesadaran dan
tanggung jawab.

22. Norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera adalah suatu nilai yang
sesuai dengan nilai-nilai agama dan sosial budaya yang membudaya
dalam diri pribadi, keluarga, dan masyarakat, yang berorientasi
kepada kehidupan sejahtera dengan jumlah anak ideal untuk
mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

23. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
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BABII
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan
unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 3

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai

tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah
dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berdasarkan
kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3
Peraturan ini, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan

Keluarga Berencana;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di

bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga Berencana;
d. Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan

dan Keluarga Berencana kabupaten;
e. Koordinasi badan fasilitasi dan mediasi pelaksanaan Pengarustamaan

Gender (PUG) skala kabupaten;
f. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme

Pengarustamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintahan, Pusat
Studi Wanita (PSW), lembaga penelitian dan pengembangan,
lembaga non pemerintah skala kabupaten;
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g. Koordinasi badan dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang
responsif gender skala kabupaten;

h. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengarustamaan Gender
(PUG) skala kabupaten;

i. Pelaksanaan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif
gender dan pengembangan maten Komunikasi, Informasi dan Edukasi
(KIE) skala kabupaten;

j. Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) yang terkait dengan
bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan,
ekonomi, hukum dan HAM dan politik skala kabupaten;

k. Fasilitasi, penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala
kabupaten;

I. Penyelenggaraan kebijakan kabupaten peningkatan kualitas hidup
perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama

dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik,

lingkungan dan sosial budaya skala kabupaten;
m. Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam

kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM,
politik, lingkungan dan sosial budaya skala kabupaten;

n. Koordinasi badan pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan
dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan
HAM, politik, lingkungan dan sosial budaya skala kabupaten;

o. Penyelenggaraan kebijakan kabupaten perlindungan perempuan

terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan,
perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di
daerah konflik dan di daerah yang terkena bencana skala kabupaten;

p. Fasilitasi pengintergrasian kebijakan kabupaten perlindungan

perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja
perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan
perempuan di daerah konflik dan di daerah yang terkena bencana

skala kabupaten;
q. Koordinasi badan pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan

terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan,
perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di
daerah konflik dan di daerah yang terkena bencana skala kabupaten;

r. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan
anak skala kabupaten;

s. Penetapan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan
anak skala kabupaten;

t. Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program
pembangunan skala kabupaten;
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u. Koordinasi badan pelaksanaan kesejahteraan perlindungan anak skala
kabupaten;

v. Fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha
untuk pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) dan peningkatan
kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten;

w. Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan keija lembaga
masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan Pengarustamaan
Gender (PUG) kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten;

x. Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial
untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dan
perlindungan anak skala kabupaten;

y. Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi gender dan
anak skala kabupaten dengan merujuk pada kebijakan nasional;

z. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan
dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak skala
kabupaten;

3. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan
dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak;

a. Analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasi data
terpilah menurut jenis kelamin khusus perempuan dan anak skala
kabupaten;

ö. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan
dan sistem informasi dan gender skala kabupaten;

aa. Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) skala
kabupaten;

bb. Penetapan Kebijakan Jaminan dan Pelayanan KB, Peningkatan
partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta

kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak skala kabupaten;

cc. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan
reproduksi, opersionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan
partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta

kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten;
dd. Penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan

reproduksi, termasuk pelayanan KB di rumah sakit skala kabupaten;
ee. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan

perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisifasi pria, sasaran
"Unmet Need" sasaran penanggulangan masalah kesehatan
reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup Ibu, bayi dan anak
skala kabupaten;
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ff. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan
KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria,
penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan
hidup Ibu, bayi dan anak skala kabupaten;

gg. Pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria,
penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan
hidup Ibu, bayi dan anak skala kabupaten;

hh. Pemantauan tingkat drop out peserta KB;
ii. Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB

dan pembinaan penyuluh KB;
jj. Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB;
kk. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan

reproduksi;
II. Penyelenggaraan dan pasilitas upaya peningkatan kesadaran keluarga

berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari

HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS);

mm. Pembinaan penyuluhan KB;
nn. Peningkatan kesetaraan dan keadilan Gender terutama partisifasi KB

pria daiam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan
reproduksi;

oo. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan

kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas
dan merata skala kabupaten;

pp. Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara
kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga mistón dan
kelompok rentan skala kabupaten;

qq. Penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat dan cara kontrasepsi bagi

peserta mandin skala kabupaten;

rr. Pelaksanaan promosi pemunahan hak-hak reproduksi dan promosi
kesehatan reproduksi skala kabupaten;

ss. Pelaksanaan informed choice dan informed consent daiam program

KB;
tt. Penetapan kebijakan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR),

pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya Narkotika, Alkohol,
Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) skala kabupaten;

uu. Penyelenggaraan dukungan operasional Kesehatan Reproduksi
Remaja (KRR), pencegahan HIV/AIDS, IMS dan Narkotika, Alkohol,
Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) skala kabupaten;

w. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan Kesehatan Reproduksi
Remaja (KRR), pencegahan HIV/AIDS, IMS dan Narkotika, Alkohol,
Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) skala kabupaten;
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ww. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan
Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) termasuk pencegahan
HIV/AIDS, IMS dan bahaya Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat
Adiktif Lainnya (NAPZA) skala kabupaten;

xx. Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya Narkotika, Alkohol,
Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) skala kabupaten;

yy. Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan Kesehatan Reproduksi
Remaja (KRR), pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya Narkotika,
Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) baik antara

sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi

Masyarakat (LSOM) skala kabupaten;
zz. Penetapan fasilitas pelaksanaan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya Narkotika, Alkohol,
Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) baik antara sektor
pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat
(LSOM) skala kabupaten;

33. Pelaksanaan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) termasuk
pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya Narkotika, Alkohol,
Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) baik antara sektor
pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat

(LSOM) skala kabupaten;
aa. Penetapan sasaran Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) termasuk

pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya Narkotika, Alkohol,
Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) skala kabupaten;

öö. Penetapan prioritas Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) termasuk
pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya Narkotika, Alkohol,
Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) skala kabupaten;

aaa. Pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik, sebaya dan konselor
sebaya Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) termasuk pencegahan

HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah
dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM)
skala kabupaten;

bbb. Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan
pemberdayaan keluarga skala kabupaten;

ccc. Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan
keluarga skala kabupaten;

ddd. Penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan
pemberdayaan keluarga skala kabupaten;

eee. Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja

(BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) skala kabupaten;
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fff. Penyelenggaraan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja
(BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) termasuk pendidikan pra-
melahirkan skala kabupaten;

ggg. Pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten.

BABIII
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga

Berencana terdiri dari :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Bina Program;

2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.

c. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi :
1. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;

2. Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
d. Bidang Pengendalian KB dan Kesehatan Reproduksi, membawahi :

1. Sub Bidang Jaminan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi;
2. Sub Bidang Advokasi dan KIE KB - Kesehatan Reproduksi.

e. Bidang Pengendalian KS dan Pemberdayaan Keluarga, membawahi :
1. Sub Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga;

2. Sub Bidang Institusi dan Peranserta Masyarakat.

f. Unit Pelaksana Teknis;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BABIV
RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan
mengkoordinasi pelaksanaan tugas Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana dalam menyelenggarakan kewenangan desentralisasi
dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang

menjadi kewenangan dan tugas-tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan

yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.
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Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6
Peraturan ini. Kepala Badan mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perempuan dan

keluarga berencana;
b. Penyusunan dan penetapan program kerja dalam rangka pelaksanaan

tugas;

c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;

d. Penyelenggaraan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan dan
keluarga berencana yang ditetapkan oleh Bupati;

e. Pemberian informasi saran dan pertimbangan dibidang pemberdayaan
perempuan dan keluarga berencana kepada Bupati sebagai bahan
untuk menetapkan kebijaksanaan atau membuat keputusan;

f. Penyelenggaraan koordinasi dan mengadakan hubungan kerjasama

dengan semua instansi, untuk kepentingan pelaksanaan tugas;

g. Pembinaan terhadap personil pada Badan, UPTD dan Jabatan
Fungsional dalam rangka pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan
perempuan dan keluarga berencana;

h. Pelayanan administratif;
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh
seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengatur tertib
penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga,

perlengkapan, keuangan, tata laksana, kehumasan, perencanaan,
monitoring, evaluasi, dan pelaporan dilingkup Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana.
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Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 9 Peraturan Bupati ini,
Sekretariat mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan Rencana Strategis di bidang

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran, pelaporan,

pembinaan organisasi dan tatalaksana serta melakukan monitoring
dan evaluasi pelaksanaannya di lingkup Badan;

c. Pengelolaan administrasi surat menyurat, pengurusan rumah tangga,

perlengkapan serta pembinaan personil;
d. Pengelolaan administrasi keuangan;
e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;

f. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana serta melakukan
monitoring dan evaluasi pelaksanaannya;

g. Pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat, dokumentasi dan
informasi mengenai Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga

Berencana;
h. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Bina Program, mempunyai tugas melaksanakan
pengolahan dan penyajian data informasi bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana, penyusunan rencana kerja dan
anggaran serta evaluasi kineija Badan di bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana.

Rincian tugas Sub Bagian Bina Program adalah sebagai berikut :
a. Menyusun rencana dan program kerja Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga Berencana;
b. Pemeliharaan, pemutakhiran dan penyajian data Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga Berencana;
c. Melakukan pengolahan data, pengelolaan teknologi informasi dan

pelayanan informasi serta pengelolaan dokumentasi
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;

d. Menyusun Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) dan sasaran
program KB;

e. Menyusun laporan pelaksanaan kinerja Badan Pemberdayaan

BORGWARDTh

Perempuan dan Keluarga Berencana baik bulanan, triwulan,
maupun tahunan;
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e. Menvusun iaooran oelaksanaan kineria Badan Pemberdavaan
Peremouan dan Keluaraa Berencana baik bulanan. triwulan.
mauoun tahunan:

f. Melakukan oendataan keluaraa:
a. Menviaokan bahan oenetaoan kebiiakan dan oenaembanaan

informasi serta data mikro keluaraa:
h. Menveienaaarakan informasi data mikro keluaraa:
i. Menviaokan bahan oenetaoan oerkiraan sasaran oenaembanaan

informasi serta data mikro keluaraa:
i. Melakukan oenaolahan data dan informasi oroaram KB nasional

serta oenviaoan sarana dan orasarana:
k. Melaksanakan tuaas lain vana diberikan oleh Sekretaris sesuai

denaan bidana tuaasnva.

(2} Sub Baaian Umum. Keoeaawaian dan Keuanaan. memounvai tuaas

melaksanakan oenaelolaan. oembinaan dalam arti melakukan urusan
Ketatausahaan. oerlenakaoan. kerumahtanaaaan. oelaksanaan

kea.atan bubunoan masvarakat. Gokumentass. oemoinaan

admmistras; keoeaawaian serta mesaksanakan oenaelolaan

administras. keuanaan oasam linoKunoan Badan Pemberdavaan

Peremouan dan Keluaraa Berencana.

R<nc>an tuaas sub Baaian Umum. Keueaawaian aan Keuanoan adalan

.’iruauat .

o. 5-icr iviauixni: mci rar r~t/ar rm r union-, ixsüvubui tan r <ca( ra i\cuidton

dan anoaaran Soo Saotan tJn'unu Kcoaoawaian clan rCat janoan

naik buianan. triwulan dan tanunant

b. Manvusun konsêo oatuniuK taxnis ooarasional oalaksanaan
onnGCzïmaan dan nambtnaan kGnaoawaran, namndano^undancan.

oraanssasi. tatalaksana dan kauanoant

c. Manvusun bahan kabnaksanaan onêrasronar dïbtdanö

kaneoawaian. katatausahaan dan kauanoant

ci. Manvooxan oaiavanan oambavaran eau. lembur dan nanohasiian

iamnva kanada oara oaoawai Badan Pambardavaan Paracnouan

dan keluarca Barancana*

a. Manvtaokan oaiavanan oamenuhan kabutuhan alat tulis kantor.



a. Melakukan pemantauan dan telaah oelaksanaan pemeliharaan

kebersihan linqkunqan interior mauDun eksterior:
h. Menviaokan pelayanan penerimaan tamu-tamu kedinasan:
i. Menviaokan bahan-bahan. sarana oerlenqkaoan dan fasilitas

lainnva untuk uoacara-uoacara oertemuan-oertemuan dan acara-
acara resmi lainnva:

i. Menviaokan pelayanan ooerasionaL oerbaikan dan oemeliharaan
aeduna. oeralatan kantor dan kendaraan dinas termasuk
oenqurusan surat-surat kendaraan dinas;

k. Melakukan inventarisasi barana-barana kekavaan neaara milik
Badan Pemberdavaan Peremouan dan Keluaraa Berencana:

I. Melakukan oemantauan arsio-arsio aktir dan inaktif:
m. Melakukan oenvtmoanan, oenataan dan oemekbaraan arsm inaktif

serte menvianken nrnses nennusuren ersin dan dokumen:
n. Menviaokan nelevenen edm<nfsrrasi surer menvurer venn melinuri

nenenmeen dan dlsTribusi surer—surer masuk. nemberien nomnr

surer nenoadeen. Hlhno surar-surar nan dokumenrasj. relenon.

relek dan feximile serre adminisrrasi umum lainnva:

o. Menvienken baban kebnaksanaan ooerasmnal djbidann

netaksenaan adminjsrrasi kenenawajan Badan Pemberdavaan

Peremnuan dan Keluama Berencana mphnurj : nenonlaban dan

nemutakmran data nenawaL dan rencana kebutuKan nenawai.

oennembanaan kaner. neninnkatan Kesezahteraan. dnkumenras*.

nembenan nennhamaan dan nenvianan nurna karva dan lejn-lain:

n. Menv«anKan hahan untuk nannadaan. mutes* dan kena«kan

nan«jr\at neunVvrj»:

X» H/JXSX»» XX ~.x%Jx ">X> «V» X^ XV» .*• "» J-» *» i < xM P •» x*S J XV» Jx
«virjoiKot i. »urn*i /rt» t <rj< c j« Ktntn Kiatmu

xv» x> X» v xt Ax>r»x< rv» * izxix»nn •< » ir:» •» Jt < »01<m tKT» icjcmncjrar t mu « »h wm i r».-M .

•» Z* ^x%Jx">x» lv“***»-^x» «zx>»-<<3x X". X*» J •» Jx»---*» X» X»
i. imci « v in« < t mu t~< ft*?» • «m!»»»?». ir’Kittu^ntau

J ’ -,x» zi-ir* x4»x*J»-»>«»-» rtAXinn.-vI.
net nn* • «ioi» cm.himh» urunvvn!.

X» zj^xvix^x» »lv^x» « *Jx **»XV^ XX» 5x xlz ^x»3xxoxx^ x4-2*»«••r:» tvirKm.cn » tmiiniruaiimi iMMtJiv urt i vumii »o< r i?r-<mmm tcrMH.’s omi

XxxvV»x? “ilxx* x»*vxv**“»**>xx»*-»-»J »*» “»x» xx xx^x m^xt
rvr-tnirjrv.mi torni < m /m omk n ini » Mririr\,.mi tors* i t/rri tot i miuumnii.

—» •>» X'Vx’Vi "Vixx* *“* xV»xv«l»xJx<«Vx» *Vx»a‘£vx»x»x*X-^X»
nHmi^i> t/rinn.'mitnnH o< fuuat cif < . </r?« •♦«nmi rrtt ». t/C! t/rfnintinraaK uau

r. Menviaokan konsen usuian anaoaran dan beiania Badan.
oamnijkuan. vennkasi. oernendaharaan dan DertanoounGiawaban
T\cruan<ja«।:

u. Mejaksanakan runes iainnva vano dibenkan oieb Sekreraris sesua?

dennen bidann tuoasnva.
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Baqian Ketiaa
Bidang Pemberdavaan Perempuan

Paca|17

Bidana Pemberdavaan Peremouan adalah unsur oelaksana sebaaian
tuqas dan funqsi Badan Pemberdavaan Peremouan dan Keluarqa

Berencana vana dioimoin oleh seorana keoaia bidana dan berada
dibawah serta bertanaaunaiawab keoada Keoaia Badan Pemberdavaan
Perempuan dan Keluarga Berencana.

PacaI 13

Bidang Pemberdayaan Perempuan memounvai tuqas melaksanakan
oenviaoan oerumusan. oemberian dukunqan. pembinaan dan

oeiaksanaan kebiiakan/oroaram/keaiatan oemberdavaan oeremouan
berdasarkan kebiiakan Buoati dan oeraturan oerundanq-undanqan vanq
hprlalrii

Pacat 14

Untuk melaksanakan tuqas tersebut oada Pasal 13 Peraturan ini. Bidanq

Pemberdavaan Peremouan memounvai funqsi :

a. Penviaoan oerumusan kebiiakan dibidanq oemberdavaan oeremouan;

b. Penvelenqoaraan kebiiakan kabuoaten/kota oeninqkatan kualitas
hidup oeremouan vanq terkait denqan bidanq oembanaunan

terutama dibidanq oendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM.
oolitik. hnakunaan, dan sosial budava skala kabuoaten;

c. Penpintearasian uoava Densnakatan kualitas hioup oeremouan oaiam

f\r:i it l^^nl • uiwritcij t i. rvrT.-irri iriimi. rrixtHiimu. titjrMJrM unit



q. Penviaoan bahan oemberian dukunqan dalam ranqka Komunikasi.
Informasi dan Edukasi (KIE). sosialisasi dan advokasi:

h. Fasilitasi Denqinteqrasian kebiiakan kabuoaten/kota oeriindunaan
oeremouan terutama oeriindunaan terhadao kekerasan. tenaqa keria
oeremouan, oeremouan laniut usia dan oenyandanq cacat. dan
oeremouan di daerah konflik dan daerah vana terkena bencana skala
kabuoaten;

i. Koordinasi oelaksanaan terhadao kebiiakan oeriindunaan oeremouan
terutama oeriindunaan terhadao kekerasan. tenaaa keria oeremouan.
oeremouan ianiut usia dan oenvandana cacat. dan oeremouan di
daerah konflik aan daerah yanq terkena bencana skala kabuoaten;

Peiaksanaan kebnakan daerah untuk keseiahteraan dan oeriindunaan
AmoK SKaïo KobUDoten;

iz Dz<z*z,"!»»^z»zi,«>-'>zh-x»x Ux-^lz Ux-xlz Iz zxl^«^ Iz-x
n.. r fM’* » » ♦on.”» iory nno^ urii^in ixtrijiira^O* I VWf LMVUH?”?

Zxlz-U- iz-xU. .zx-x4-zxzx.
urnn/ni luut toil ywn

I iXz% z* ••**<> z** zx zxI*>izz»^rx “X “X zx zl“<z rx z»x zl » « « »x rx zxlz^xl'x
i. hinnyinn.'?» *oo’ 1 mom m^i m »mom o’ »o»\ ^^o’o

izz,^, (>xx^az> •

zxa F*>zxrx» #zxl zxrxzxz^-x»—> -xzw ^iizi^z i/zxz4>z»xz'xzx l—»»rx ,»-xzxzx <4«ïx>x*»*lz«x*x zxlzxix
in. r rnyr-iri 'ULirnnnii ujunn f\^M»! 'QTri' • ioni veil ’M ViM^M!\O* • V!<^m i\^i.inin

Zi\ flik D;z4^zxzh r»zxzxïzxzxiz-x4—»zx V< «~xl«4—xz» Liizji.zx Dzxzzxzvx^i »x»x »xxz»rtx»x. .zu cxi( li QMV i5<v«? IM FOH»»U«\OWH IVUCIHW? r^ieitiyupii, 1 11171 1 fVM« IVO»

a fzxizxzx zxz^"^^-»iz^r-» rxziz/xz<z>iz< "Xz* rxAi^lzz'nrxn^ri zxx »-xl» «"%<»<
1 1 r •”3’ ivririitJMO’ *r M5?1 *7’ ’VO* ’OO’ »; f <7 vrifvOOlr

Rincian tuods bub Bidanc PcrnnGKatan KualïtaS HiGUD P6r€rnouan
•*»z4^i^U« zxzxkx “X Z» r •
auaian ocuauai .

r>zxr\« r»«^r>«xrx »r»^« Oa. rciiviauaii vatian vaiani tcniurxa uciuiiiuoaii i\cuiiai\an mimimohm

PsnjnGkaton Kuantss HiuUD Pcrcrnouan, PsHcsrustsmssn Gender
(PUGL Darusifesj maSVarskat dsn orGan<SoS< peremDUan’

b» Penviaoan bahsn dalsm rsnoks Derumussn procrarn/keGistsn
kzxziz/XrX'X'xrx z^zxzxz^-x»% rxzxtxxkzxrzi^»I't'xtx r»zxzzx»vx»x« »^z» xwxrx ^»K»^5»xzx
m^ir\diaat i ucnua«i ucmuciuavaaii wctcuiuuaii ^iMLama mimimqiim

r^zxzxz4( z4*lz rx Izzxzxz^tx m zxizz^ z^>^x t zxz>i»^*iz ^zxzxt^xi k»tz^*xi**x z4*xzx
uciiuiMtr\ai t» ^ocnaiaii, ^Twtivmr, uvitutxr ovorai wvaya mqii

tïzxzxlz* •z^z^-«rx»
111 lutvuiiuaiu

c. Pembenan dukunoan. Dembinaan dan oeiaksanaan kebiiakan/

DroGram/keMïatan pemperdavaan perempuan.
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d. Melakukan fasilitasi oenvediaan data terpilah dibidana
oemberdavaan oeremouan terutama oendidikan. kesehatan.
ekonomi. Dolitik, sosial budava dan linqkunqan:

e. Menviaokan bahan dalam ranaka oerumusan kebiiakan
Pengarustamaan Gender (PUG), partisifasi masyarakat dan
orqanisasi oeremouan:

f. Menviaokan bahan dan data quna oenqembanqan dan oembinaan
kelembaqaan orqanisasi oeremouan:

q. Menviaokan bahan, fasilitasi. oenquatan kelembaqaan dan
evaluasi oelaksanaan Penqarustamaan Gender (PUG):

h. Menviaokan bahan kalian oartisioasi masvarakat dalam ranqka

oeninokatan kualitas hiduo oeremouan:
i. Melakukan koordinasi. monitoring, dan evaluasi sebagai bahan

oelaooran oelaksanaan kebnakan/orogram/kegiatan oenmakatan

kuaiitas! hiduo oeremouan. partisioasi masvarakat dan oroanfsasi

oeremouan*

4 AAAiaIzaaaa!zaa ♦■iiaaa Ia«a » .mmm M»MzAi*»iz'AM m!z\*a 1/aaaIa Oi^mmm
t. rtctafxsaHciixciH uak» ia«i vaim mimciiixcim victi ixcmchci mimchim.

»**X\ t'llK MMXI FiAziiAziI 4AAAA ^JmIZZAA^AI IMM Z^MIA AaaIz MAMMAIAI IM* 4MI ^IIMMM(Z)^>UD biuaiiw rcimiuuiiuau rciumuuaH uan nncm. nicnipuitvc» tawa?

AAAZIAXaI/AA MMl^MMM'AMM'AM /M/All IAZ»!menV^e!luuc?! anvai i, mci c? ivairaai f, utriaroa!iqan uYaiua?’. rwviMHlaoi

HnA MMMt 4« IMI irtAA JmMMUMM O||Ia PlzAvi<M 1 IMMMM Da^A^AMl •MM zImM030 uchyuouhqi! iduuian juu MivaiiM rcimiuuimaH rcicfiiuuqn van

* ।AXOAK

OlAAlAA ^1 IMMM CllK O»z4mMM ri/\xl!«HlHAAHA f^MUMMAMI IMM WMMKtOGaii tuwao jul> uiuanu rctnnuunucni fcfcihvucih mom rviarx awoiaM

aaAaaai IamimIm •UCI IMJl .
m MArM/inni/nn UaUaa »*mmmI/m mmm «fvm immm i/nkiinl/nn z4c^aiz«mmm

> Hei iviaurxai i uaiian ucuaiii iaiiur\a uciuiiiuooh r\cMiiar\an mimiuohm

MMMCMx4| IMMMM »AM»»MMAM» «MM M*AM MMMlZI
uci in iuui luai i uciCHiuuaii uan aiiaix.

b. Menviaokan bahan daiam ranaka oerumusan oroaram/keaiatan
berkenaan dengan oeriindungan oeremouan korban tindak
kekerasan. tenaaa keria oeremouan, oeremouan ianiut usia dan

oenvandana cacat. serta oeremouan ds daeran rawan Konflik dan
mci iuai ia.

Z* XrtMM» MMMfZMM HAHAA ^mSmMA »*MMmIzM MMM 4MA» IMMM M»^AMMAMA /IzMMIM^MMv. riciiviauixaii Manan vaiaiii ichimixq mciuihuooh mi vMicmi/ixcMiauaii

Mm^*zmmmmm Mmmmmm MMMIMt MMIZMMAMI IMM
Mcirxciiaaii uciiuan uiaoaian ovoiai ucicmuuau,

M AAMWA JaM iz•%M /4lll/l trtAAA 4AMMAIaIMMMM ^AA AaIaI/AAAAAA IZAHHaÏ/AA /
W. l’ICII IMCI irxai I MMÏWHiMQI I# MdlIVIIICQil MCI 1 MCIQIXOGI ICIQI 1 r\CUIiaxaiU

oroGr8m/keGi3tan keseishterssn dsn oeriindunGan oeremouan*

m MaaiziamIzaa KaHaa z4aJaa, **mmm!zm mmm »mai «mmm m«*mm*mmac« rici iviaMixai 1 uohgh uaiaiii laiiwrva mciuiiiuoqii uiuuiam/xcuiaiaii

MmMZMM«A*AIA z4mMMMM MMMiMzil 4MMMM AAaI/ t^MMAM MMfilMzjl IMMMM
uci^naau uciiuait mcimiuuiiuqii atiarx iduiaiiiQ mci iiiiuuiiwcii i

terhadao anak kortjan tindak kekerasan. anak dermaSaiaM Gencan
(ai »lzt IMA Mm)zMI>AM AAaI/ ^MM AAaIz >AkiAA*A>*»
iiuPvUin. ia anarx. wan auaix icüaiiiai.
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f. Memberikan dukungan, pembinaan dan pelaksanaan kebiiakan/
proqram/keaiatan keseiahteraan dan perlindungan anak;

g. Menviaokan bahan dan mengembangkan ieiaring kelembagaan

keseiahteraan dan perlindungan anak serta pengintergrasian hak-
hak anak dalam kebiiakan dan program pembangunan:

h. Meiakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi sebagai bahan
pelaporan pelaksanaan kebiiakan/program/kegiatan keseiahteraan
dan perlindungan anak:

i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang.

Bagian Keempat

Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan
Kesehatan Reproduksi

1.6

Bidang Penaendalian KB dan Kesehatan Reproduksi adalah adalah unsur
pembantu kepala Badan vang dipimoin oleh seorang kepala bidang dan

berada dibawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pacal 17

Bidang Pengendalian KB dan Kesehatan Reproduksi memounyai tugas

melaksanakan sebagian tugas pemerintahan dibidang Penaendalian KB

dan Kesehatan Reproduksi berdasarkan kebiiaksanaan Buoati dan
peraturan perundana-undanaan vana berlaku.

Pacal IR

Untuk melaksanakan tuaas sebaaaimana dimaksud pada Pasal 17

Peraturan ini. Bidana Penaendalian KB dan Kesehatan Reproduksi.

memounvai funasi :
a. Penviaoan bahan oerumusan kebiiakan dibidang pengendalian KB dan

kesehatan reproduksi:

b. Penvusunan. oenetaoan dan oenverasian kriteria kelavakan
pelaksanaan kebiiakan Keluaraa Berencana dan Kesehatan
Reproduksi fKB-KR) meliouti iaminan dan oelavanan KB. oeninokatan

oartisifasi oria dalam kesetaraan dan keadilan gender.

oenanggulangan masaiah kesehatan reproduksi. kelangsungan hiduo

ibu. bavi dan anak serta kesehatan reproduksi remaia:

c. Pemberian dukunaan oembinaan dan pelaksanaan kebiiakan/
oroaram/kegiatan pengendalian KB dan kesehatan reproduksi:

d. Penviaoan bahan pemberian dukungan dalam rangka pelaksanaan

kegiatan penaendalian KB dan kesehatan reproduksi:



e. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Keluarga Berencana dan
Kesehatan Reproduksi (KB-KR) meliputi jaminan dan pelayanan KB,
peningkatan partisifiasi pria dalam kesetaraan dan keadilan gender,
penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, kelangsungan hidup

ibu, bayi dan anak serta kesehatan reproduksi remaja;

f. Evaluasi pelaksanaan kebijakan Keluarga Berencana dan Kesehatan
Reproduksi (KB-KR) meliputi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan

partisifasi pria dalam kesetaraan dan keadilan gender,

penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, kelangsungan hidup

ibu, bayi dan anak serta kesehatan reproduksi remaja;

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai
dengan bidang tugasnya.

Pasa! 19

(1) Sub Bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan

Reproduksi, mempunyai tugas menyelenggarakan, perencanaan,

pelaksanaan evaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan Sub Bidang

Jaminan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi.

Rincian tugas Sub Bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dan

Kesehatan Reproduksi adalah sebagai berikut :
a. Menyusun bahan kebijakan jaminan dan pelayanan KB.

peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan
reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak:

b. Menyiapkan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan
reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB,

peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan
reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak:

c. Menyiapkan bahan penetapan dan pengembangan jaringan

pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan KB

di rumah sakit:
d. Menyiapkan bahan penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB,

sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran
peningkatan partisipasi pria, sasaran "Unmet Need" sasaran
penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran
kelangsungan hidup Ibu, bayi dan anak;

e. Menyiapkan bahan penyerasian dan penetapan kriteria serta

kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi,

peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan
reproduksi, serta kelangsungan hidup Ibu, bayi dan anak:



f. Menyiapkan bahan pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB,
peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan
reproduksi, serta kelangsungan hidup Ibu, bayi dan anak;

g. Melakukan pemantauan tingkat drop out peserta KB;
h. Menyusun bahan pengembangan maten penyelenggaraan

jaminan dan peiayanan KB dan pembinaan penyuluh KB;
i. Melakukan perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB;
j. Melakukan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga

berkehidupan seksual yang aman, memuaskan, terbatas dari

HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS);
k. Menyiapkan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan

reproduksi;
I. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan

kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman,

berkualitas dan merata;

m. Menyiapkan pengaturan distribusi dan pengadaan sarana, alat,

obat, dan cara kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas

keluarga miskin dan kelompok rentan;

n. Menyiapan bahan pelaksanaan informed choice dan informed

consent dalam program KB;

o. Melakukan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga

berkehidupan seksual yang aman, memuaskan, terbebas dari

HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS);

p. Melakukan upaya peningkatan kesetaraan dan keadilan Gender
terutama partisifasi KB pria dalam pelaksanaan program

pelayanan KB dan kesehatan reproduksi;

q. Menyiapkan bahan penetapan petunjuk teknis peningkatan peran

serta mitra program KB nasional;

r. Melakukan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam
mendukung program KB nasional, termasuk jajaran medis, tokoh
masyarakat dan tokoh agama;

s. Menyiapkan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program

KB nasional;

t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Sub Bidang Advokasi dan KIE KB - Kesehatan Reproduksi mempunyai
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tugas menyelenggarakan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi,

koordinasi dan penyusunan laporan Sub Bidang Advokasi dan KIE KB-

Kesehatan Reproduksi.

*



Rincian tugas Sub Bidang Advokasi dan KIE KB - Kesehatan
Reproduksi adalah sebagai berikut :
a. Melakukan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi

kesehatan reproduksi;
b. Menyiapkan bahan penetapan kebijakan dan pengembangan

advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE);
c. Menyelenggarakan operasional advokasi Komunikasi, Informasi

dan Edukasi (KIE);
d. Menyiapkan bahyan penyerasian dan penetapan kriteria advokasi

dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE);
e. Menyiapkan bahan penyerasian advokasi, Komunikasi, Informasi

dan Edukasi (KIE) serta konseling program Komunikasi, Informasi

dan Edukasi (KIE);

f. Menyiapkan bahan pelaksanaan advokasi, Komunikasi, Informasi

dan Edukasi (KIE) serta konseling program KB dan Kesehatan
Reproduksi Remaja (KRR);

g. Menyiapkan bahan pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan
Edukasi (KIE) ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan

kelembagaan dan jaringan institusi program KB;
h. Melaksanakan promosi Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA;

i. Menyiapkan bahan pemberdayaan tenaga ftmgsional penyuluh

KB;
j. Menyiapkan bahan penetapan formasi dan sosialisasi jabatan

fungsional penyuluh KB;
k. Menyiapkan dukungan operasional penyuluh KB;

I. Melakukan pembinaan penyuluh KB, menyiapkan bahan

penetapan kebijakan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR),

pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya Narkotika, Alkohol,
Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA);

m. Menyiapkan dukungan operasional Kesehatan Reproduksi Remaja

(KRR), pencegahan HIV/AIDS, IMS dan Narkotika, Alkohol,
Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA);

n. Menyiapkan bahan penyerasian dan penetapan kriteria serta

kelayakan tempat pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan Narkotika, Alkohol,

Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA);

o. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pelayanan Kesehatan

Reproduksi Remaja (KRR) termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS

dan bahaya Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif
Lainnya (NAPZA);
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p. Menyiapkan bahan penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan KRR
termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya Narkotika,
Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) baik antara
sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi
Masyarakat (LSOM);

q. Menyiapkan bahan penetapan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk
pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya Narkotika, Alkohol,
Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) baik antara sektor
pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi

Masyarakat (LSOM);
r. Menyiapkan bahan pelaksanaan Kesehatan Reproduksi Remaja

(KRR) termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya

Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA)
baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya

Organisasi Masyarakat (LSOM);
s. Menyiapkan bahan pelaksanaan Kesehatan Reproduksi Remaja

(KRR) termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan Narkotika,

Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) baik antara

sektor pemerintah dengan sektor LSOM;

t. Menyiapkan bahan penetapan sasaran Kesehatan Reproduksi
Remaja (KRR) termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya

Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA);
u. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dan

Pemberdayaan Keluarga
Pasal 20

Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera (KS) dan Pemberdayaan

Keluarga adalah unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab

kepada Kepala Badan.

Pasal 21

Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera (KS) dan Pemberdayaan

Keluarga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di bidang

Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.
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Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 21 Peraturan
ini, Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera (KS) dan Pemberdayaan
Keluarga mempunyai fungsi :
a. Penyusunan, penetapan dan penyerasian kriteria kelayakan

pelaksanaan kebijakan keluarga sejahtera dan pemberdayaan
keluarga meliputi pengembangan ekonomi keluarga dan pembinaan
ketahanan keluarga;

b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan keluarga sejahtera dan
pemberdayaan keluarga meliputi pengembangan ekonomi keluarga

dan pembinaan ketahanan keluarga;

c. Evaluasi pelaksanaan kebijakan keluarga sejahtera dan

pemberdayaan keluarga meliputi pengembangan ekonomi keluarga

dan pembinaan ketahanan keluarga;

d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pengendalian

keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga, Pemberian dukungan

pembinaan dan pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan
pengendalian keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga,

koordinasi pelaksanaan kebijakan pengendalian keluarga sejahtera

dan pemberdayaan keluarga, penyipan bahan pemberian dukungan

dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengendalian keluarga sejahtera

dan pemberdayaan keluarga;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai

dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

(1) Sub Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga, mempunyai

tugas menyelenggarakan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi,

koordinasi dan penyusunan laporan Sub Bidang Ketahanan dan

Pemberdayaan Keluarga.

Rincian tugas Sub Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga

adalah sebagai berikut :
a. Menyiapkan bahan penetpan kegiatan dan pengembangan

ketahanan dan pemberdayaan keluarga;

b. Menyiapkan bahan penyerasian dan penetapan kiteria

pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;

c. Menyiapkan bahan penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB),

Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL);
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d. Menyelenggarakan BKB, BKR dan BKL termasuk pendidikan
pramelahirkan dan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan;

e. Menyiapkan pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
f. Menyiapkan pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan

pemberdayaan keluarga;
g. Melakukan upaya peningkatan kualitas lingkungan keluarga;

h. Menyiapkan bahan penetapan kebijakan dan pengembangan

penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring

program;
i. Menyiapkan dukungan operasional penguatan kelembagaan

keluarga kecil berkualitas dan jejaring program;

j. Menyiapkan bahan penetapan perkiraan sasaran penguatan

kelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program;

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Sub Bidang Institusi dan Peran serta Masyarakat, mempunyai tugas

menyelenggarakan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi, koordinasi

dan penyusunan laporan Sub Bidang Institusi dan Peran serta

Masyarakat.

Rincian tugas Sub Bidang Institusi dan Peran serta Masyarakat adalah
sebagai berikut :
a. Menyiapkan bahan penetapan petunjuk teknis pengembangan

peran Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) dalam

program KB;
b. Menyiapkan dukungan operasional dalam program Keluarga

Berencana nasional;
c. Melakukan pembinaan teknis Institusi Masyarakat

Pedesaan/Perkotaan (IMP) dalam program KB nasional;

d. Melakukan usaha peningkatan kerjasama dengan mitra kerja

program KB nasional dalam rangka kemandirian;

e. Melakukan pembinaan teknis peningkatan pengetahuan,

keterampilan, kewirausahaan dan menejemen usaha bagi

keluarga prasejahtera dan keluarga sejahteraIalasan ekonomi

dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga

Sejahtera (UPPKS);

f. Melakukan pendampingan/magang bagi para kader/anggota

kelompok UPPKS;
g. Melakukan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi

dan menejemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS;
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h. Menyelenggarakan kegiatan kesatuan gerak PKK-KB-kesehatan;
i. Menyelenggarakan hari keluarga nasional;
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 23

(1) Unit Pelaksana Teknis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga

Berencana dapat di bentuk sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan

yang berlaku.

(2) Unit Pelaksana Teknis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga

Berencana adalah unsur pelaksana teknis operasional Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dilapangan yang

dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Badan dan secara operasional dikoordinasikan
dengan Camat.

(3) Unit Pelaksana Teknis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga

Berencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang mempunyai

wilayah kerja disatu atau beberapa kecamatan.

(4) Dalam melaksanakan tugas Unit Pelaksana Teknis Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai

fungsi melaksanakan sebagian tugas Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga Berencana dan pelaksanaan urusan

administrasi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan dan Penetapan Tugas

Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan yang akan dibentuk,

diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.
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Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk sesuai dengan
kebutuhan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang

berlaku;

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok jabatan fungsional akan
ditentukan kemudian dengan Peraturan Bupati.

BABV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

DALAM JABATAN STRUKTURAL
Pasal 25

(1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan

peraturan dan perundangan yang berlaku;

(2) Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural
EselonIIdilakukan oleh Bupati;

(3) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Sekretaris dan Kepala

Bidang dilakukan oleh Bupati;

(4) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala Sub Bagian

dan Kepala Sub Bidang dilakukan oleh Bupati atau pejabat lainnya

yang ditunjuk.

Pasal 26

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural diberikan

tunjangan jabatan setara dengan tunjangan jabatan eselon yang

ditetapkan untuk jabatan bersangkutan dan dibebankan pada APBD

Kabupaten Tulang Bawang.
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BAB VI
TATA KERJA

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang,

Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan
serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi balk di dalam lingkungan masing-masing

maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 28

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-

masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah

yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

beriaku.

Pasal 29

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan

mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan

serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 30

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk dan tanggung jawab kepada atasan masing-masing dan
menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 31

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada
bawahannya.

Pasal 32

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan

laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang

secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
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Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu
oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian
bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat
berkala.

Pasal 34

(1) Dalam hal Pimpinan Satuan Organisasi berhalangan kepala Sekretariat
melakukan tugas-tugas pimpinan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

(2) Dalam hal Kepala Sekretariat berhalangan, tugas-tugas para Kepala

Bidang berada dalam koordinasi seorang Kepala Bidang yang ditunjuk

oleh Pimpinan Satuan Organisasi sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing

pejabat dalam lingkungan satuan kerja dapat mendelegasikan

kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BABVn
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian

sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tulang

Bawang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan

Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kabupaten Tulang Bawang dan semua ketentuan yang mengatur materi

yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan

tidak berlaku.
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Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Tulang Bawang.
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